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BAB III 

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

A.   Sejarah Berdirinya Kementerian Agama Kabupaten 

Mukomuko 

Kabupaten Mukomuko merupakan kabupaten hasil 

pemekaran dari Kabupaten Bengkulu Utara. Pemekaran 

kabupaten ini dilakukan dalam rangka peningkatan 

efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan  

pembangunan  dan pelayanan kemasyarakatan. Kabupaten 

Bengkulu Utara sebelum pemekaran mempunyai luas 

wilayah 9.585,24 km2 dan laju pertumbuhan penduduk yang 

cukup tinggi. Dengan wilayah yang cukup luas dan laju 

pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi maka efektivitas 

pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan 

kepada masyarakat menjadi kurang optimal. 
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Dalam kaitan ini serta memperhatikan aspirasi masyarakat 

maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Bengkulu Utara menyetujui pemekaran wilayah kabupaten 

Bengkulu Utara. Persetujuan tersebut dituangkan dalam 

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Bengkulu Utara Nomor 16 Tahun 2001 

tanggal 20 Agustus 2001 tentang Persetujuan/Pengesahan 
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Pemekaran Wilayah Eks Kewedanaan Mukomuko menjadi 

Kabupaten Mukomuko. Kabupaten Mukomuko dibentuk 

berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma 

dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu, yang diresmikan 

pada tanggal 23 Mei 2003 dengan Ibu Kota Kabupaten 

berkedudukan di Mukomuko. Seiring dengan perkembangan 

otonomi daerah, Kecamatan di Kabupaten Mukomuko dari 

semula hanya 5 Kecamatan, kini berkembang menjadi 15 

Kecamatan definitif, 152 desa dan 3 kelurahan.
58

 

Sedangkan Kantor Kementerian Agama Kabupaten 

Mukomuko disahkan dengan keputusan Menteri Agama RI 

Nomor 38/2005 Tanggal 31 Mei 2005 dan Kepala Kantor 

Kementerian Agama Kabupaten Mukomuko pertama dilantik 

pada tanggal: 19 Mei 2005 diruang pertemuan 

Kantor Bupati Mukomuko. 

B. Visi dan Misi Kementerian Agama Kabupaten Mukomuko 

1. Visi 

 Terwujudnya Kementerian Agama Kabupaten Mukomuko 

yang Profesional dan Andal dalam Membangun Masyarakat 

yang Saleh, Moderat, Cerdas, dan Unggul untuk 
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Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan 

Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong. 

2. Misi 

a. Meningkatkan kualitas pelayanan di bidang bimbingan 

Masyarakat, pelayanan keagamaan, dan penyelenggaraaan 

ibadah haji dan umrah 

b. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum 

berciri agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan 

umum, dan pendidikan keagamaan 

c. Meningkatkan kerukunan dan toleransi antar umat 

beragama 

d. Meningkatkan profesionalisme dan kualitas SDM aparatur 

Kementerian Agama 

C. Tugas dan Fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten 

Mukomuko 

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 

2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama, 

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mukomuko tugas 

menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas serta 

pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada 

seluruh seksi di lingkungan Kantor Kementerian Agama 

Kabupaten Mukomuko.
59
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Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Kantor 

Kementerian Agama Kabupaten Mukomuko 

menyelenggarakan fungsi:
60

 

1. Perumusan dan penetapan visi, misi, dan kebijakan teknis 

di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama 

kepada masyarakat di Provinsi. 

2. Pelayanan, bimbingan, dan pembinaan haji dan umrah, 

serta zakat dan wakaf. Pelayanan, bimbingan, dan 

pembinaan pendidikan madrasah, pendidikan agama, dan 

pendidikan keagamaan. 

3. Pengoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan 

pengawasan. Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah 

daerah, instansi terkait, dan lembaga masyarakat dalam 

rangka pelaksanaan tugas Kementerian Agama di 

Kabupaten Kota. 

D. Struktur Organisasi 

Dalam perusahaan sangat membutuhkan struktur organisasi 

untuk kelancaran kegiatan-kegiatan perusahaan itu sendiri. 

Struktur dirancang untuk mengalokasikan dan mengkoordinasi 

dari semua kegiatan sesuai dengan posisi dan tugas masing-

masing dalam organisasi atau lembaga.  
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Kepala Kankemenag

H. Widodo, S.H.I

NIP. 198109212009011014

Kasubag Tata Usaha

Peny Haji dan Umrah H. Peri Irawan, S.H.I

Darmanto, S.H.I NIP. 198204282005011005

NIP. 197707122005011008

Penata Pelayanan Operasional

Jeki Oktavia Susanti

NIP. 197810062009012003

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MUKOMUKO

STRUKTUR ORGANISASI DITJEND PENYELENGGARA HAJI DAN UMRAH

Sumber :  Data Primer Diolah Kemenag Mukomuko 

Adapun struktur organisasi Kementerian Agama 

Kabupaten Mukomuko:
61

 

 

  

Secara terperinci tugas-tugas atau fungsi-fungsi dari 

struktur organisasi tersebut adalah sebagai barikut: 

1.  Tugas Kepala Kantor Kemenag Kabupaten 

adalah memimpin pelaksanaan tugas Kemenag di 

wilayahnya, mencakup perumusan dan pelaksanaan 

kebijakan teknis, pelayanan keagamaan (haji, pendidikan 

agama, bimbingan masyarakat), pembinaan kerukunan 

umat beragama, pengelolaan administrasi, serta koordinasi 

dan evaluasi program dengan instansi terkait, dengan 

bertanggung jawab kepada Kakanwil Kemenag Provinsi.  

                                                           
61

  Lap. Tahunan Kementerian Agama Kabupaten Mukomuko 



 

62 
 

2.  Tugas Kasubag (Kepala Sub Bagian) di Kemenag 

Kabupaten (biasanya Kasubag Tata Usaha atau Umum dan 

Kepegawaian) adalah memimpin, merencanakan, 

mengkoordinasikan, dan melaksanakan urusan administrasi, 

kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, serta 

memberikan dukungan administrasi untuk seluruh kegiatan 

Kankemenag, termasuk menyusun laporan dan 

memfasilitasi koordinasi internal maupun eksternal. Mereka 

bertanggung jawab langsung kepada Kepala 

Kankemenag.
62

 

3.  Tugas Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) di 

Kemenag Kabupaten adalah melaksanakan kebijakan 

teknis, pelayanan, bimbingan, dan pembinaan jamaah haji 

serta umrah, mencakup pendaftaran, dokumen, akomodasi, 

transportasi, bimbingan ibadah (manasik), pengelolaan 

keuangan haji, serta pembinaan dan pengawasan 

Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan 

Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) sesuai regulasi 

terbaru, termasuk pengelolaan data dan Sistem Informasi  

dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT). 

4. Tugas Penata Layanan Operasional di Kemenag 

Kabupaten/KUA adalah mengelola tata kelola layanan 

teknis harian, termasuk pemrosesan administrasi (surat 
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masuk/keluar, kearsipan), pengelolaan data dan pelaporan 

kelembagaan, analisis data pelayanan, serta koordinasi 

internal untuk memastikan kelancaran operasional dan 

peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, seperti 

administrasi nikah, bimbingan keagamaan, dan urusan data 

umat Islam.  

E. Tugas dan Fungsi Kemenag 

1. Tugas Kementerian Agama 

Kementerian agama mempunyai tugas menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu 

Presiden dalam menyelanggrakan pemerintahan negara.
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2.  Fungsi Kementerian Agama 

a. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di 

bidang bimbingan masyarakat Islam, Kristen, Katolik, 

Buddha, dan Khonghucu, penyelenggaraan haji dan 

umrah dan pendidikan agama dan keagamaan. 

b. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan 

pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur 

organisasi di lingkungan Kementerian Agama. 

c. Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang 

menjadi tanggung jawab Kementerian Agama dan 
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Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan 

Kementerian agama. 

 

 

  


